






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Pelindungan Hukum terhadap kurator sebenarnya sudah diatur dan dilindungi 
oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, di situ disebutkan dalam Pasal 1 
Angka 5 Undang-Undang 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kurator adalah 
Balai Harta Peninggalan atau orang perseroan yang diangkat oleh Pengadilan untuk 
mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan Hakim 
Pengawas. Oleh karena itu hubungan antara Kurator dan Pengadilan haruslah tidak 
boleh ada campur tangan pihak ketiga dalam tugas Kurator, karena status Kurator 
di sini adalah diangkat oleh Pengadilan Niaga dan menjalankan tugas kepentingan 
Pengadilan. Kemudian kurator tidak dapat digugat karena telah/sedang 
menjalankan Undang-Undang dan hanya dapat di gugat apabila kurator tidak 
menjalankan perintah Undang-Undang yang diberikan kepadanya secara benar. 
Meskipun kurator sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, 
tetapi ada saja celah yang dapat membuat kurator terlibat kasus dan dilaporkan oleh 
Debitur yang tidak puas terhadap kinerja kurator dan akhirnya dilaporkan kepada 
pihak Kepolisian, Beberapa data yang dihimpun mengenai kasus yang dilaporkan 
oleh Debitur kepada Kepolisian selama ini dapat dikelompokkan dalam beberapa 
pasal-pasal KUHP yang dituduhkan yaitu Kurator dilaporkan oleh Debitor Pailit ke 
polisi atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik karena membuat 






ke polisi karena memasuki dan menguasai aset debitor Pailit atas dasar dugaan 
tindak pidana pengrusakan barang atau memasuki pekarangan tanpa izin Pasal 406; 
167 KUHP, Kurator dilaporkan oleh Kreditor atau Debitor terkait dengan 
pengelolaan aset boedel pailit atas dasar tindak pidana penggelapan Pasal 372 
KUHP dan/atau UU Tindak Pidana Pencucian Uang, Kurator dan Kantor Lelang 
dilaporkan oleh Debitor dan Kreditor ketika melaksanakan Lelang Boedel Pailit 
Pasal 372 KUHP, Kurator dan Notaris dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Debitor 
ketika melakukan penjualan aset di bawah tangan atas dasar tindak pidana 
keterangan palsu dalam akta otentik Pasal 263;264; 266 KUHP, Pengurus PKPU 
dilaporkan oleh Debitor dengan laporan dugaan memberikan keterangan palsu 
ketika membuat rekomendasi kepada Hakim Pengawas Pasal 263;317 KUHP.  
Melihat hal tersebut maka diperlukan suatu bentuk nyata pelindungan hukum 
bagi para Kurator, baik dengan adanya suatu aturan khusus tentang pelindungan 
terhadap Kurator yang sedang menjalankan tugasnya dan juga peran aktif aparat 
hukum untuk memahami UU kepailitan serta memberikan pelindungan bagi para 
Kurator dalam menghadapi tindakan Debitur Pailit yang beritikad tidak baik atas 
pelaksanaan tugas Kurator dikarenakan laporan terhadap kurator banyak terjadi 
bukan karena penyidik bertindak sembarangan tapi karena mereka kurang 
memahami UU Kepailitan. Namun dalam hal pengurusan dan pemberesan harta 
pailit, tidak semua kurator bertindak sesuai dengan tugasnya yang di amanatkan 
dalam UU, terkadang kurator seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit diantara 
kepentingan debitur dan kreditur, bahkan banyak godaan bagi kepentingan 






merugikan harta pailit, oleh karena itu, muncul adanya kerugian yang ditimbulkan 
oleh kurator tersebut terhadap harta Debitur. Apabila menjumpai Kurator yang 
seperti itu maka ada baiknya harus ada ancaman pidana dalam UU Kepailitan 
muncul dan ditujukan atas persoalan Independensi kurator dalam melakukan tugas 
pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitor. Karena jika melihat sikap tugas 
dari pada Kurator itu sendiri, kurator haruslah mempunyai sikap Independensi 
dalam melakukan tugasnya, Hal ini dapat dilihat dari tugas dan wewenangnya 
tersebut dan itu bisa kita lihat diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan bahwa 
kedudukan Kurator itu sendiri adalah orang yang independen, tidak mempunyai 
benturan kepentingan debitor atau kreditur dan tidak sedang menangani perkara 
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. 
Oleh karena itu dalam hal ini pentingnya sikap Independen oleh kurator dalam 
menjalankan perintah Undang-Undang tersebut dan harus mengesampingkan 
kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dalam Undang-Undang tersebut, karena 
jika kita melihat pasal 234 ayat (2) yang berbunyi "pengurus sebagaimana diatur 
dalam ayat (1) yang terbukti tidak independen dikenakan sanksi pidana dan/atau 
perdata sesuai peraturan perundang-undangan" jo pasal 400 KUH Pidana tentang 
merugikan orang yang menguntangkan/berpiutang. Oleh karena itu tidak 
seorangpun di Indonesia berada diatas Hukum atau kebal terhadap Hukum 
perlindungan profesi hanya bila dia tidak melaksanakan tugas sesuai prosedur yang 
ada dalam Undang-Undang, maka baikan kurator harusnya mempunya sifat yang 
Independen dalam melaksanakan tugasnya karena kurator sendiri dalam Undang-







Dalam penelitian ini diuraikan beberapa hal terkait pembaruan hukum untuk 
memberikan kepastian hukum atas pelindungan profesi Kurator yang perlu 
dilakukan dalam pembaruan hukum kepailitan yaitu: 
1) Perlu adanya standar moral yang jelas tentang prinsip-prinsip independensi 
sehubungan dengan profesi kurator perlu juga dirumuskan dengan cara 
merumuskan dan menjabarkannya dalam kode etik (code of conduct) 
kurator dan UU Kepailitan. Sehingga dengan adanya rumusan yang jelas 
tentang definisi dan standar independensi kurator, maka nantinya akan 
sangat bermanfaat yang mana disatu sisi dapat dijadikan pedoman bagi 
kurator dalam melaksanakan tugas profesinya. Sedangkan di sisi lain juga 
berguna bagi aparat penegak hukum sebagai rumusan yang jelas mengenai 
nilai–nilai independensi kurator dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 
menentukan pertanggungjawaban pidana kurator, yaitu apakah perbuatan 
yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.  
2) Seharusnya profesi Kurator diatur di dalam UU Kepailitan dan mengenai 
pengangkatan kurator sebagai profesi sebaiknya diangkat oleh pemerintah, 
dan penerapan pengawasan kurator juga dilakukan oleh Pemerintah, dalam 
hal ini adalah Menteri yang membidangi hukum, yaitu Menteri Hukum dan 
HAM RI.  
3) Peran aktif organisasi Kurator dalam memberikan advokasi dan perlunya 
wadah tunggal Organisasi Kurator sehingga standar dan pelaksanaan kode 






4) Peningkatan peran aparat hukum untuk memberikan pelindungan bagi para 
Kurator dalam menghadapi tindakan Debitur Pailit yang beritikad tidak baik 
atas pelaksanaan tugas Kurator; 
5) Terkait dengan harta kepailitan yang berada diluar lintas negara, hingga saat 
ini Indonesia masih belum mengatur cross border insolvency dalam sistem 
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